
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 
2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi 
{HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk 
Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2014; 

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan 
tuntutan kebutuhan, maka beberapa ketentuan 
dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu 
dilakukan perubahan dan penyesuaian; 

a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman 
pendistribusian pupuk yang sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing kecamatan dan untuk 
menjaga tingkat harga pupuk di · Kabupaten 
Purworejo pada Tahun Anggaran 2014, maka telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 
Tahun 2013 tentang Alokasi dan Haraga Eceran 
Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi 
untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo 
Tahun Anggaran 2014; 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 122 TAHUN 2013 
TENTANG AWKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI {HET) 

SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO, 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR Z--J- 7/f 'ZC l Lf 

TENTANG 

BUPATI PURWOREJO 
PROV11'SI JAWA TE1'GAH 



(3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan dalam 
wilayah Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
Dinas Pertanian, Petemakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Purworejo. 

(2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas 
Pertanian, Petemakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Purworejo. 

(1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan 
di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan 
dipenuhi melalui realokasi antar wilayah. 

Pasal 4 

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2013 
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo 
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2013 Nomor 122) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 122 
TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI DAN HARGA 
ECERAN TERTINGGI (HET) SERTA PENYALURAN 
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI 
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2014. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 122/ 
Permentan/SR/11/2013 tentang Kebutuhan dan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; 

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 
2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 
di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014; 



tTRI HANDOYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
f TAHUN 7()/ ..... j NOMOR '? SERI t: NOMOR <Z 2 

UPATEN PURWOREJO, 

Diundangkan di 
pada tanggal 7 {. _ 

~HSUN ZAIN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal ? r - Q · ? L ( L-1 

IBUPATI PURWOREJOf 

~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

 


